
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DAN MASA

MANFAATASETTETAPPADAPEMERINTAHKABUPATENKARO

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 61 TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

d.

bahwauntukmenyajikannilaiasettetapSecarawaJar
sesuai dengan maniaat ekonomi aset dalam laporan

keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme

penyusutan barang milik daerah;

bahwauntukmelaksanakanketentuanPasalgayat(4,)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l- Tahun 2Al9

tentang Penyusutan Aset Tetap, bahwa penentuan masa

manfaat aset tetap ditetapkan d"''ga. peraturan Bupati;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalam huruf a dan ituruf b perlu menetapkan Peraturan

BupatitentangKebijakanAkuntansiPenyusutanBarang
MilikDaerahdanMasaManfaatAsetTetappada
Pemerintah KabuPaten Karo;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara"(l,emuain Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, TambahanLmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor +286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaai Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ZaO+ Nomor 5, Tambahan l-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

NLg"r. (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4

Nomor 66, Tambahan l'embaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaO0l1,

4. Undang-undang Nomor t2 Tahun 29ll tentang

Pembentukan ieraturan Perund ang- undangan (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82'

tamuatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S23il\sebagaimanatelahdi.,tru'r'denganUndang-Undang
Nomor 15 Tahun 2}lg tentang Perubahan atas undang-

UndangNomor12TahunzotrtentangPembentukan
Peraturan Perund"ang-undangan (Lembaran Negara

Republiklndonesiatahun20t5Nomorl83,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2ol9Nomor
6398); 5. undang...

2.

3.



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintatran 
"Daerah (L,embaran Negara Republik

IndonesiaTahun2Al4Nomor244,TambahanLembaran
Negara Republik Ind"onesia Nomor 5587) sebagaimana

telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUn'{a1s-
UndangNomorgTan.un2015tentangPerubahanKedua
AtasUndang-UndangNomorZ3Tahun2ol4tentang
pemerintana[ Daerln (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang

PelaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah
(Lembaran 

--N*;" Republik Indonesia Tahun 20A6

Nomor 25, Tlmbahan L'embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a61a\;

T.PeraturanPemerintahNomorTtTahun2010tentang
Stand.arAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1"23' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8.PeraturanPemerintahNomor2TTahun2oL4tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/D391"h (Lembaran

Negara Republik Iirdonesia tihun 2Ol4 Nomor 92'

Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5s33);
g.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2ol9tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia iahun 2Arc Nomor 42' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan T"Y3'gtt' Daerah

sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor2lTahun20ll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedoman

PengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

]-]..PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2013
tentang r"".r"p"" standar Akuntansi Berbasis Akruai

pada Pemeriniah Daerah (Berita Negara Republik

indonesia Tahun 2013 Nomor l+25]'

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

L3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2A16

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

NegariRepublik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5+7\;

l_4. peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor

34]';
15. Peraturan...



Menetapkan :

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016

tentangPembentukanPerangkatDaerahKabupatenKaro
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor

05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor

03);

16.PeraturanDaerahKabupatenKaroNomor02tahun2o2a
tentang Pengelolaan e''t1t'g Mili! --Daerah 

(Lembaran

Daerah Kabu[aten Karo Tahun 2O2O Nomor 02)

l7.PeraturanBupatiKaroNomor2TTahun2ol4tentang
KebijakanAkuntansiPemerintahDaerahKabupatenKaro
(Berita oaerah Kabupaten Karo Tahun 2at4 Nomor 27);

lB.PeraturanBupatiKaroNomor35Tahun2016tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

TataKedaPerangkatDaerah(BeritaDaerahKabupaten
Karo Tahun 20]6 Nomor 35) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2Al7

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35

Tahun zoro--i""1""g Kedudukan susunan organisasi,

Tugas dan Fungsi, leta -Tata 
Kerja Perangkat Qagrah

(Berita Daerah Kibupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

lg.PeraturanBupatiKaroNomor3gTahun2016tentang
Tugas potok,' Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah

Kabupaten Karo (derita Daerah Kabupaten Karo Tahun

2A16 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGKEBIJAKANAKUNTANSI
PENYUSUTANBARANGMILIKDAERAHDANMASAMANFAAT
ASETTETAPPADAPEMERINTAHKABUPATENKARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Karo'

2. BuPati adalah BuPati Karo'

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah bpnn Kabupaten Karo sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah'

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur
penyelen**"* pemerintah daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom'

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

adalah KePala Daerah'

6. sekretaris Daerah adalah Pengelola barang milik daerah'

T.PengelolaBarangMilikDaerahyangselanjutnyadisebut
Penlelo1a faranl adalah pejabat- yanq berwenang -dan
bertanggung jaliab mehklfan koordinasi pengelolaan

Barang Milik Daerah'
8. Perangkat...



8.PerangkatDaerahyangselanjutnyadisebutSKPDadalah
unsur pembantu 

" K$ala iaerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

9.

kewenangan daerah.

Barang milik daerah adalah
atau diperoleh atas beban
Belanja Daerah atau berasal
sah.

semua barang Yang dibeli
Anggaran PendaPatan dan
dari perolehan lainnYa Yang

10.

11.

12.

13.

L4.

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau

dijual dalam *Jt, 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyal masa

manfaat tluitr dari 12 (dua beias) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemlrintah atau d'imanfaatkan oleh

masyarakat umum.
Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk

aip"["i dalam f..gi"t"" Jperasional pemerintah dan dalam

kondisi siaP Pakai'
Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup

seluruf, gedung t*, bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuf, dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai'

Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup

mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik'

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikandanmasu.**,,fu.u"tnyalebihdari12(duabeias)
brilan dan d.alam kondisi siap pakai'

15.Jalan,IrigasidanJaringanadalahasettetapyang
mencakup jr1"", irigasi dair jaringan yang dibangun oleh

pemerintatr.sertadimiliki-d,anlataudikuasaioleh
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai'

16. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang

mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan

belum selesai seuruhnYa'

17. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok

aset tetap tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan'
jalan irigasi 

-4r", jaringan yang 
- 
diperoleh - 9t'

dimanfaatkan untuk t<egiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siaP Pakai.
18. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk

dalam kategori aset lancar dan aset tetap'

19. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi
kriteria kaPitalisasi.

20. Barang Eksrakomptabel adalah barang yang tidak
memenuhi kriteria kaPitalisasi'

2t. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang

sistimatis atas ttll*i suatu aset tetap uang dapat

disusutkan selama Masa Manfaat aset yang

bersangkutan.
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22. Masa...



22. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang

diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan

dan/atau p"Ufr"tt"n publik atau jumlah- produksi atay

unit serudi;a-ain*r,pt an diperoleh dari aset untuk

aktiviias pemlrinlahan dan / atau pelayanan publik'

2S.PengelolaBarangMilikDaerahyangselanjutnyadisebut
Pengelola n".".[ adalah pejabat- y"1q berwenang dan

bertanggu"g- j"#"u mehklkan koordinasi pengelolaan

Barang Milik Daerah'

24. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan Barang Milik Daerah'

25. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut

sebagai ru;sa rengguna Barang adalah kepala unit kerja

atau-pejabat ,"r* iltunjut< oleh Pengguna Barang untuk
*.rrggrrrr"f."" birang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya dengan sebaik-baiknya'

26. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk
pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan

Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional' Laporan

nruJ Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

27.LaporanBarangMilikDaerahadalahlaporanyang
disusun oleh peirgelola Barang, Pengguna BaranglKuasa
Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik
Daerah pad.a ^*it a"r, akhii slatu periode serta mutasi

Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut'

28. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan suatu Lntitas pelaporan mengenai aset, Utang

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu'

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penggolongan dan kodelikasi barang;

b. objek penyusutan barang milik daerah;

c. nilai yang daPat disusutkan;
d. masa manfaat;

e. kapitalisasi;
f. metode penYusutan;

g. penghitungan dan pencatatan;dan

h. penyajian dan Pengungkapan;

BAB II

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

Penggolongan dan Kodefikasi barang
dimalsud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kode

a. level 1 menunjukkan kode akun;

sebagaimana
barang :

b. level ".

(1)



b. leve1 2 menunjukkan kode kelompok;

c. level 3 menunjukkan kode jenis;

d. level 4 menunjukkan kode objek;

e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;

f.level6menunjukkankodesubrincianobjek;dan
g.levelTmenunjukkankodesub-subrincianobjek.

(2) penggolongan dan kodefikasi barang terbagi dalam 3 (tiga)

kelo-mpok aset yaitu aset lancar, aset tetap dan aset

lainnya.
(3) Penggolongan dan kodefikasi barang menunjukkan kode

jenis sebagai berikut :

a. Persediaan
b. tanah
c. peralatan dan mesin

d. gedung dan bangunan

e. jalan, irigasi dan jaringan

f. aset tetaP lainnYa

g. konstruksi dalam Pengedaan

h. akumulasi penyusutan / amortisasi

i. aset kemitraan dengan pihak ketiga

j. aset tak berw-ujud

k. aset lain lain

(4) Penggolongan dan Kodefikasi barang juga menunjukkan

kode lokasi dan kode register'

(5}Pembakuanpenggolongandankodefikasibarang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

BAB III

OBJEK PEIVYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1) Objek Penyusutan Barang Milik pae3h sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

a. gedung dan bangunan;

b. Peralatan dan mesin;

c. jalan, irigasi, dan jaringan;

d. aset tetaP lainnYa; dan

e. aset lainnYa.

(2)AsetTetapLainnyasebagaimanadimaksudpadaayat{1}
huruf d, meliPuti:

a. aset tetaP dalam renovasi; dan

b. alat musik modern.

(3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e'

beruPa:
a. aset kemitraan dengan pihak ketiga;

b. aset ...

6



aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi

pemerintah; dan

aset tidak berwujud.

Pasal 5

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

a. aset tetaP tanah;

b. aset tetap konstru-ksi dalam pengedaan;

c. aset tetap d.alam renovasi berupa tanah dalam renovasi;

d.asettetapdalamrenovasiyangtidakmenambahmasa
manfaat;

e. aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;

f.asettetaptanahyangtidakdigunakandalamoperasional
Pemerintah; dan

g.asettetapyangdinyatakanhilangberdasarkandokumen
sumber Yang sah'

Pasal 6

(1)AsetTetapdalamkondisirusakberat/usangsebagaimana
dimaksuddalamPasalshurufe,direklasifikasikedalamsub
rincian objek aset rusak berat/usang pada.kelompok Ase! Lainnya

sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah'

(2) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional

pemerintah sebagaimani dimaksud dalam Pasal 5 huruf f,

direklasifikasi kedalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak

d.igunakana"u-operasionalpemerintahpadakelompokAset
Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Miiik

Daerah.

(3)AsetTetapyangdinyatakanhilangsebagaimanadimaksuddalam
pasal 5 huruf"g, ait"t tasifikasi tedalam subrincian objek Aset

Lainnya pada ke'iompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan

dan ktdefikasi Barang Milik Daerah'

BAB III
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 7

Penentuan nilai yang dapat disusutkan
unit Aset TetaP didasarkan Pada
memperhitungkan adanya nilai residu'

merupakan nilai

b.

C.

(1) dilakukan untuk setiaP
nilai perolehan tanPa

(2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat(1)'

buku suatu Asetletap pada akhir Masa Manfaat'

Pasal 8

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan'

Pasal "'

7



(1)

Pasal 9

Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai *ib*
penambahan atau penguralr.gan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap

dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau ni1{ Aset

i;t"p, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang

dapat disusutkan.
Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana

ai*"f.*"a pada-ayat (1), diseitai penyesuaian pada Laporan

KeuangandanLaporanBarangMilikDaerahdenganberpedoman
pada standar akuntansi pemerintahan'

BAB IV

MASA MANFAAT

Pasal 10

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap'

penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat(1),dilakukandenganberpedomanpadaMasaManfaatAset
Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 11

penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan

memperhatikan:
a. daya Pakai;
b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan

c.ketentuanhukumataubatasansejenislainnyaatas
pemakaian aset,

d. dari aset tetap yang bersangkutan'
penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit

untuk setiap rincian obyek Aset Tetapmenurut penggoiongan dan

kodefikasi Barang Milik Daerah'

Pasal 12

MasaManfaatAsetTetaptidakdapatdilakukanperubahan.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat{1}'

perubahan tvtasa Manfaat Aset Te6.p dapat dilakukan dalam hal:

a. terjacli perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;

b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat;

c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap

yang t^t, diketahui di kemudian hari; atau

d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan

(2)

{1)

(21

(1)

(2)

(1)

tzl

kondisi Aset TetaP'

(3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana, 
dan huruf d,dilakukan dalam hal terjadi
dan wajar.

(4) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat(2), sesuai

penggolor,gr, A*r, kodefikasi baiang yang telah ditetapkan dengan

KePutusan BuPati Karo'
Pasal 13 "'

dimaksud aYatl2\ huruf a
sebab yang secara normal



(1)

(21

(3)

Pasal 13

PerbaikanterhadapAsetTetapyangmenambahMasaManfaat
atau kapasitas a.rr7"tu.., kualitas"manfaat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 12 iy'at (2) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset

Tetap yang bersangkutan.

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. renovasi;

b. restorasi;atau
c. ouerhaul.

Renovasi sebagaimana dimaksud pada a-vat (21 huruf a,

merupakankegiatanpenambahan,perbaikan'danfatau
penggantian bagian Aset TetaP'

(4) Restorasi sebagaimana 
- 
dimaksud pada ayat (2) huruf b'

merupak.r, tlJi"t"" perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan

tetap mempertahankan arsitekturnya'

(s) ouerhaut sebagaimana dimaksud ryd"-^?:: "^y\ 1::11.i;
merupakan kegiatan penambahan' .pttb1tl1:l.^ UT/,if:
IIIEI LlP.1rta'rr ^v6rBLB^ r------ 

cengan maksudpenggantian bagian peralatan. Tt*'I, --'.,-^-^^,*^^
*"rffigUtkan tUaJa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas'

BAB V
KAPITALISASI

Pasal 15

Pasal l-4

penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan berpedoman

;;;; p"rambahan Masa Maniaat Aset Tetap sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

(1) Kapitalisasi Barang
minimum Per satuan
sebagai aset tetaP.

(2) Kapitalisasi Barang
ayat (1) meliPuti:

Milik Daerah merupakan batasan nilai
BarungMilik Daerah untuk dapat disajikan

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

a. Perolehan Barang Milik Daerah berupa aset tetaP hingga siaP

pakai;
b.Peningkatankapasitas/efisiensidan/ataupenambahan

kaPitalisasi.
(3) penentuan Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada
'-'r.y*t (1), ditai<ut<an dengan berpedoman pada minimum

kapitalisasi sebagaimana tercantum d.alam Lampiran III dan

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini'
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

pengeluaran untuk aset tetap hi;nya berupa hewan, ikan, dan

tanaman y"";;ig;.ru.ku., daiam rangka tugas dan fungsi, tidak

dilakukan kaPitalisasi'
(5)Nilaisatuanminimumkapitalisasi.BarangMilikDaerah

sebagaim*.ru.ai*uksudpadaayat(1)tidakdiperlukanuntuk:
a. barang milik daerah berupa tanah;

b. barang ..'



b. barang milik daerah berupa jalan, irigasi, dan jaringan;

c. barang milik daerah berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau

d. barang milik d.aerah berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi

petp,rstu.kaan dan barang bercorak kesenian'

BAB VI

METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan m9lode

g^ri; Iurus yaitu Penyusutan Pertahun adalah nilai perolehan

dibagi masa manfaat.

Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan 

-mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap dibagi dengan Masa Manfaat'

(3) Perhitungan penyusutan telah dapat dihitung sejak 2 (dua) hari

barang aip".ot.ftldicatat dan telah terhitung masa manfaatnya

selama 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
untuk setiaP Aset TetaP.

Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan pertahun'

/11
la,

(21

(i)

(21

(1)

(2)

Pasal 18

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi

bahan- perr.y, 
",rri.r, 

Laporan Keuan gan Pemerintah D aerah'

Pasal 19

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga

satuan ruPiah terkecil.
penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak

aip"?ot"t nJ.a Aset teiap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat

Aset TetaP.

Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak

disusutkannya sampai dengan aset tetap dihapuskan dari daftar

inventaris sesuai Keputusan Bupati'

Pasal 20
penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukarr pada Aset Tetap

Intrlkomplabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel'

Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak

disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3)

(1)

t2)

10

BAB VIII ...



t1)

t2)

t3)

BAB VIII
PEI{YAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasai 21"

PenyajiandanpengungkapanhasilperhitunganPenyusutan
*f-":ir."" pada frpoi"" 

. 
Keuangan Pemerintah Daerah

berdasarkan standar iuntansi pemerintahan berbasis akrual'

Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat

iiJ, ai-":iuan dlam bentuk akurnulasi penyu*utan aset tetap.

Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ?yat.,(z),
*.r"p^r.an faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan

dalam Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah"

{1)

{2i

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direkiasifikasi ke dalam Aset

Lainnya yang seiuruh niiainya-teiah disusutkan tidak serta merta

dilakukan PenghaPu san.

PenghapusanterhadapAsetJetapdanAsetTetapyang-telah
direklasifikasi ke d"r"* Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada

"y"t(1},diiakukansesuai'denganketentuanperaturanp'-,r""AI"S-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah'

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan
Tahun 2016 tentang
tidak berlaku.

Fasai 23

ini berlaku, Feraturan Bupati Karo Nomor 22

Fedoman Penyusutan dicabut dan dinyatakan

Pasal 24

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengund"angan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karo

Ditetapkan di

Diundangkan di
pada tanggal

UPATEN KARO,SEKRETARI
{
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